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KABUPATEN PURBALINGGA
PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS

1 LINGKUNGAN DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG

Menimbang: a.

KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta
mengupayakan pemberatasan korupsi sebagai perwujudan dan
integritas aparatur pemerintah desa perlu disusun peratuan kepala
desa:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Karangbawang
tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Desa
Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
bahwa bedasarkan hasil musyawarah Desa Karangbawang Kamis
tanggal 15 September 2022 bahwa disepakati, Pedoman Umum
Integritas di Lingkungan Desa Karangbawang.




5. Undang-Undang Nomor 14 Tuhun 2008
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran N
Republik Indonesia Tahun 2008 Nom, 61, Tasi ,I -I--Iv,fu.-,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar -IH-I: o

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomg 6 i1’1}
2014 Teatang: Desa (Lembaran Negara Tahun ':*fla‘:r\l
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Re |-H I..

Indonesia Nomor 5495); publik
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemenntahan Daerah (Lembaran Nrgara Rt‘pilhhif
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tamhaha,;
Lembaran Negara Republik Indonesig Nomor 5587
sebagaimana telah diubah  terakhir dengan
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaras
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6).

9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2020
tentang Kode Etik Aparat Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor
70).
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MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
DESA KARANGBAWANG

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

mmthmmmm]mpmdmmdm
tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab,
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BAB II
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAg

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

(1) Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan
korupsi.

(2) Menumbuhkembangkan keterhr.!kaan dan kejujuran 8£TIA Memnpert
pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akunra!ul-‘kw .

3) Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia van
bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi ole
budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Rl 1945,

p.«.rrl},.;-g;,_ij;,_ 830

B Maju, mandir
h nilai- nila; luhur
dan Pancasila

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa
Perangkat Desa.

(2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atay organisasi
yang berada di wilayah Desa Karangbawang yang mendapatkan atay
megelola dana dari Pemerintah atau swasta.

(3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen
Pakta Integritas.

Beserta

Pasal 5

Dol Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 avat (2),
memuatpernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1.

Pasal 6

(1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa
disaksikan /diketahui oleh CAMAT.

(2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa
disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.

(3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang
berada di wilayah Desa Karangbawang disaksikan/diketahui oleh Kepala
Desa.

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ad?lah
seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak

Pasal 8

(1) Penadatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam
o ];Tﬁdihkmm_aeﬁapsamtahunsekaﬂ. o

setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes, APBD Provinsi, ;
Kabupaten dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaanya dilimpahkan di
m _Kmngl:awa:n : g baik yang dikelola oleh Pemenntah desa
arangbawang atau Kelompok/Organisasi yang berada di wilayah bess
ng oleh Perangkat yang menangani atau 3




BAB 111

PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 9
pPengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan, Pen
™ w1 Lt lf'I'I|I-',-|||

Desa Karangbawang dilaksanakan melalui pemantauan Bpp R b b
dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Rembang serta rtu;m':’i..l; -M!-.”ﬂ'
PUuDlIKAasikan

kepada warga masvarakat.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan pemantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
BPD dapat melibatkan unsur-unsur vang mewakili Lembaga t‘iu'-:ad'n:'ll
Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguryan s :15;1

dunia usaha.
(2) BPD dalam melaksanakan pemantauan dilakukan secara independen.

Pasal 11

(1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib
menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap
pelaksanaan Pakta Integntas.

(2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
bersama dengan pihak-pihak vang berkompeten di Desa Karangbawang
yang memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi.

(3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independes sekurang-kurangnya
meliputi:

a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;

b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;

c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;

d. tidak menerima uang atau harta lainnva yang bersifat illegal dari
Perangkat atau Kelompok/Organisasi Desa yang dipantau;

e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

(1) BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan
pelaksanaan Pakta Integritas.

(2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
peraturan perundang-undangan tentang Ketebukaan Informasi Publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Karangbawang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang- kurangnya satu
kali dalam satu tahun anggaran.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar ser;
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kt‘palfm.“dp
ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangbawang' -Pala Desa

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangbawang pada
Tanggal 15 September 2022

Kepal Karangbawang,

YO

Diundangkan di Desa Karangbawang

e N ﬂth

'\

Vinls "\'I"H':':ﬂ'J %
mﬁ_ “Berita Desa Nomor 6 Tahun 2022
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DAFTAR HADIR
Hari, tanggal - Kamis, 15 September 2022
Tempat : Kantor Desa Karangbawang
waktu : Pukul 09:00 Wib
Acara - Rapat Penyususnan Peraturan Kepala Desa tentang
Pedoman Umum Pakta Integritas
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NOTULEN RAPA L

Han. ranpgal koanns, 18 September 2020
[empal kantor Desa Karanghawang

Acard Rapat Penyususnan Peraturin Kepala Desa temtang
Pedoman Umum Pakta Integritas

Hasal rapil
usy awarah dipimpin oleh Bapak kepala Desa Karangbawany yang dihadin oleh .

| Kepala Desa Karangbawang,

K etua BPD Desa karangbawang,

P

3 Perangkat Desa Karangbawang,

Hasil Musyawarah
| Menyepakat Peraturan Kepala Desa karangbawang Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas
&
2. Mengamanatkan Kepada kepala Desa dan BPD untuk selanjutnya mengesahkan Perturan Kepala

Desa No 06 Tahun 2022 Tentany, Pedomam Umum Pakat Integntas.
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PEMERINTAH KABUPATEN PURBA|

DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANCG,
dibamar JJL Sapunagarakarangbawang, Kembang km | (p.5iise,

web, sidesakarangbawang purbalinggakab, go 14

INGGA
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| PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAW ANG
| &2 NOMOR 06 TAHUN 2022
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PAKTA INTEGRITAS

Egnvgn% EHEE 5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perundang-




PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG
PAKTA INTEGRITAS

gﬂﬂ !.__-___.. —.S.&L.__ bantuan atau bentuk lainnya 6,

suai &rﬂn-u ketentuan yang tidak sesuai dengan

. _!n; |

' ._&E._. obyektif dan akuntabel dalam 7. Bila Saya melanggar hal-hal terseb
S konsekuensinya.




PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, AGUNG WIDIANTORO, KADUS 111 menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan 5. Memberikan contoh dalam e 3 YR
Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam
perbauatn tercela.

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau
tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya 6

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,

masyarkat pada umumnya.

. Akan menyampaikan informasi penyimpangan int
Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap r
konsekuensinya.

3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam 7
melaksanakan tugas.

4. Menghindarkan pertentangan (confliet of interest)] dalam

Karangbawang, (¢ Septe
Tnﬂac-’vﬂ:wg
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